
Menteri Puencanaan Pembangunan NasionaU

Kepala Badan Puencanaan Pembangunan Nasional

SAI,INAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPAI,A BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NOMOR KEP.97lM.PPN/I IK/O7 / 2023
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PENYLISL]NAN MASTER PLAN

PENGEMBANGAN DAN PENATAAN KOTA/KABI.IT'A'TEN PRIORITAS

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPAI-A BADAN PERENCANAAN PEMBANGI,]NAN NASIONAL,

Meninrbang : a. bahwa penynsnnan master platr di kota/kabupaten prioritas
mentpakan penr€asan khusus oleh Presiden kepada Menteri
PPN/Kepala Bappellas ttnlttk llteltata kawasan dan
mendukung pengentbangan koia/kabupaten berdasarkan

sektot' rttrlgttlau wilayah;

b. bahwa tersrtsuunya ntasler platr di kota/kabupaten prtoritas

dapat menjadi pandrtan dalatrt pereucatraan, penrbat.tgunan,

dan pettataatr kota/kabtrpaten prioritas yang dapat dijalankan
oleh Ketrtenteriau/ Lctrtba3a. Pentet iutah Dearah, dan
petnaugkrt kepentingan 116n perlterintah,

c. bahwa berdasat'kan pertiruban.gan sebagaitrrana dinlaksud
dalam httrrtf a dau b" perlu lrtelllbenttrk Tirtr Koordinasi

StrateSis Penytlsrtnan .,\'la.ele[ I']afi Peugentbaugan dan

Penataall Kota/Kabilpate tr Priori tas;

d. bahwa pejabat dan pegawai vall8 llalnallya tercantum dalam

Lautpiran Keputusan irri dianSSap t.itantprt darl menrenuhi
persyaratan rtntuk dttdrtk dan tttelaksanakan tugas sebagai

anSSota Tinr Koordinasi StrateSis l'ellyusullan Mastet Plall

Pengetnbangan dan Pertataan Kota/Kabtlpaten I'rioritas;

Mell8ingat : 1 . UndanS-Undat18 Nolllol 2 5 Tahun 2OO4 tentallS Sisterr

Peretrcanaatt Peulbanguuan Nasional (Lenlbaran Negara

Republik Itrdotresia Tahllll 2004 Nolllol' 124, Tambahan

l,eurbaratl Negara Reprtblik Indollesia Nomor' 442 1 ) ;

2. Undang-Undang Nolllol' 28 Tahun 2022 lentang Anggar"att

Peudapatalr dan Belanja ,r-e14atir Tahtttl Anggatan 2023
(Lentbarau Negala Republik Inilorresia Tahun 2022 Nomor

208, Tanrbahan Leurbarau Negala Reptrblik Irrdonesia Nourol

6827);

:J. Peraturan . ..



Peratulan Plesiden Norllol' 67 Tahun 20ig terltanS Penataan

Tugas dan Fnnlisi Kenrcnterian NeSara Kabinet Indonesia Maju
Periode Talr un ?O l'*J - 2024:

Peraturarl Presiden Nonror 66 Tahun 2019 tentang Ol8anisasl
Kenlenterian Negara sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor ll2 Tahun 2027;

Peraturan Plesiden Nomor' 80 Tahun 2021 tentang
Kementerian Perencarraan Penrbangunan Nasional;

Peraturan Presiden Nonror 81 Tahnn 2021 tentang Badan
Perencanaan Penrban3unan Nasional;

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Penrbangunan Nasional
Nomor 5 Tahun 2016 tentanS Perencanaanl Pelaksanaan.

Pelaporan, Penlantarran dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Eadan Pererrcanaan PembanSunan Nasional
Nomor 3 Tahun 2022 tentanS OrSanisasi dall Tata Kerja
Kementerian Pererlcanaan Penrbangunan Nasional/Badan
Perencanaan Penrbangunan Nasional;
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Menetapkan

PERTAMA

I(E t] I IA

KETIGA

MEMLITLISKI\N:

KEPUTUSAN MENI'ERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
STRATEGIS PENYUSUNAN MASTER P/,,.1IV PENGEMBANGAN
DAN PENATAAN KOTA,/KABL,TPATEN PRIORI] AS.

Merrrbentrrk Tim Koordinasi StrateSis Penyusunan Master Plan

Pengembangan dan Penataan Kota/Kabupaten Prioritas, yang

selanjutnya disebut Tim Koordinasi Stratesis, dengau susunan

keanggotaan sebagair.nana tercantum dalam Laurpiran Keputusan
irii.

Tim Koordinasi Strategis terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung

Jawab, Tim Pelaksana dan Sekretaliat Tim Pelaksana.

Tim Pengarah tercliri darr Ketua Tim Pengarah dan Wakil Ketua Tim
Pengarah.

Tim PerT garah beltugas:

a. Ketua Tinr Pengarah bertugas nremberikan arahan kebrjakan,
nrengawasi, membinrbing, dan nrernantau kemajuatr dan

memberi saran penrecahan atas permasalahan pelaksauaan

kegiatan;

KEEA4PAl'

b. Wakil



b Wakil Ketua 'l'iur l'urgarah bertugas mernbantu Ketua Tinr
Pengarah dalanr melgawasi, rnenrbimbing, dan memantau
kemajuan dan menrberi saran pemecahan atas perrnasalahan

pelaksanaan kegiatan penyusunan Mastet Plan

Pengembangan dan Penataan Kota/Kabnpaten Prioritas; dan

AnS8ota Tim Pengarah beltugas nremberikan masukan
terhadap kebi.jakan dan perencanaan kegiatan penyusunan

Mastct' Pla n Pengenrbangan dan Penataan Kota / Kabnpaten
Prioritas.

PenarlSgunS Jawab bertul4as bertanggtrng jawab alas pelaksanaan
kegiatan Penyusunan Master Plan Pengembangan dan Penataan
Kota/Kabupaten Plioritas dan berlugas melaporkan hasil kegiatan
kepada Tim Pengarah.

Tiru Pelaksana terdiri atas Ketua TinT Pelaksana, Wakil Ketua Tim
Pelaksana, Pokja Sektoral (Pokja Perencanaan, Pokja Implenrentasi,
Pokja Monitoring dan Evahrasi, Pokja Pendanaan)., serta Pokja

Kewilayahan (Pokla Wilayah I, Pokja Wilayah II darr Pokja Wilayah
IID.

Pokja Sektolal beranggotakan Unit Ke4a Kerja Eselon II yang
menrbidangi urusan sektoral di Kernenterian PPN/Bappenas,

Kementerian Pekerjaan Unrunr dan Perumahan Ralryat,

Kenrenterian Agraria dan Tata RuanS/Badan Pertanahan Nasional,
Kenlenterian Dalanr Negeli, danpara ahli/paka,'yang berasal dari
Persatuan lnsir.ryur Indonesia (PII).

Pokja Kewilayahan beran&aotakan Unit Kerja Eselon ll yang
mernbidangi llrusan kewilayahan dan urusan sektoral di
Kenrenterian PPN/tsappenas, Kementerian Pekerjaan Umum dan

Pemmaharr Rakyat, Kemellterian Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanaharl Nasional.

Tinr Pelaksana

Ketua Tirr Pelaksana bertugas:

1) melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dalam
perrylrsllnan n tJsle[ pla t r,

2) memfasilitasi koordinasi lintas Pokja utrtnk urembahas

dan merryelesaikan isu yang menriliki urgerrsi tinggi; dan

3) melaporkan hasil kegiatan dilaksanakan oleh masing-
masing Pokja kepada Tim Pengarah melalui Penanggung

Jawab.

Wakil Ketua Tim Pelaksana bertugas:

1) nrewakili Kettra Tim Pelaksana apabila berhalangan dalam

nrenjalankan tugas dan telah diberikan pendelegasian

kewenangan; darr
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2) nrerrrberi - .
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KESEMBILAN
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2) nremberi nrasukan kcpada Ketua Tim Pelaksana dan Pokja

dalarn langka penyusunan ntaster plan.

Pokja Perencanaan bertugas nlemberikan arahan dan
masllkan dalanl:

1) persiapan dan pengumpulan data dan infonnasi
kota/kabupaten lokasi prioritas;

2) penrilihan bagian wilayah kawasan kota/kabupaten yang
akan direncanakan;

3) penyusnrran pandllan pengelolaan bagian wllayah
kawasan kol a / kabnp aten;

4) penyusnnarl strateSi penusaran (city bunding)
kota/kabupaten;

5) identifikasi tahapan pembangunan Kawasanl dan

6) perryustrnan Key Pe brmance Indicator (KPD

pengerrrbangan kabupaten / kota.

Po\ja Inrplementasi beltugas memberikan arahan dan
masukan dalam:

1) itientifikasi proyek jangka pendek yang menduknng
pengembangan kawasanl dan

2) identifikasi ployek jangka menengah yang dapat
mendukur.rg pengembangan kawasan secara khusus dan
kota/kabupaten secara unlum.

Pokja Monitor"ing dan Evaluasi bertr€as memberikan arahan
dan nrasukan dalanr:

1) identil'ikasi usulan penyesuaian rencana eksisting

berdasarkan rencana pengembangan bagian wilayah
kawasan kabrrpaten/kotal dan

2) identifikasi danrpak pengenrbangan bagian wilayah
kawasan terhadap pengembangan kabupaten/kota.

Pokja Perrdanaan bertugas memberikan atahan clan masukan

dalam:

1) iderrtifikasi snmber pendanaan konvetrsional dan

pembiayaan alternatif/kreatif dalam rangka mendukung
pendanaan,/pembiayaan proyek jangka pendek dan

menengah; dan

2) penyusunan prioritas petrdanaan./pembiayaan proyek
jangka pendek dan menengah

Pokja Wilayah l bertugas:

1) nrengooldinasikan masukan pokja sektoral di wilayali
Snmatera, Jawa, dan Bali; dan

d.

e

I

2) melakukan .
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KESEMBILAN

KESEPULUH

KESEBELAS

Salinan sesuai dengar.r aslinya

Kepala Biro Hukunt,

,-''

zr--'

2) nrelakukan koordinasi dengan Penrerintah Daerah
Kota/Kabupaten Plioritas cli wilayah Sumatera, Jawa dan
Bali.

h. Pokja Wilayah II befiuSas:

1) mengoordinasikan masukan pokja sektoral di wilayah
Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara Barat; dan

2) ntelakukan koorclinasi dengan Pemerintah Daerah
Kota/Kabrlpaten Prioritas di wilayah Kalinrantan,
Sulawesi, dan Nnsa Tenggara Barat.

i. Pokja Wilayah III bertuSas:

1) rnengoor dinasikan masukan pokja sektoral di wilayah
Nusa Ter.rggara Timur, Maluku, d an Papra; dan

2) melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah
Kota/Kabupaten Prioritas di wilayah Nusa Tenggara
Tinrur, Maluku, dan Papua-

Sekretariat Tirn Pelaksana bertugas membantu pelaksanaan tugas

Tirrr Pelaksana dalam rnengumpt kan data dan informasi selta
nrelakukan tugas lain terkait penyelenggaraan kegiatan yang
diberikan oleh Tinr Pelaksana.

Segala biaya yang cliperlukan clalant rangka pelaksanaan tugas Tim
Koordirrasi Strategis dibebar.rkan pacla Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun
Anggaran 2023.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku sulut
seiak tanggal 7 Maret 2023.

Dite tapkan di Jakarta
pada tanggal 37 Juh 2023

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

rtd

SUHARSO MONOARFA

RR. Rita Elawati



SUSLINAN KEANGGO] AAN
TIA4 KOORDINASI STRATEGIS PENYUSUNAN ]424 STER PLAN

PENGEMBANGAN DANPENATAAN KOTA/KABUPATEN PRIORITAS

SALINAN
I-AMPIRAN
KEPUI'USAN AAENTERI PPN,/

KEPALA BAPPENAS

NOMOR KEP.g7IM.PPN /HK/07 /2023
TANGGAL 37 JULI 2023

Menteri PPN/Kepala Bappenas.

1. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris
Utama Bappenas;

2. Ir. Kemal Taruc, MBA, Staf Khusus Menteri
PPN/Kepala Bappenas.

1. Deputi Bidang Sarana dan Prasaranal

2. Deputi Bidang Ekonomi;

3. Deputi Bidang Kemaritiman dan Surnber
Daya Alam;

4. Deputi Biclang Kependudukan dan
Ketenagakeriaan;

5. Deputi Bidang Pernbangunan Manusia,
Masyara kat dan Kebuday aanl

6. Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan
Pengendalian Pembangnnan;

7. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan;

8. Inspektur Utama;

9. Staf Ahli Bidang Sinergi Ekonomi dan

Pembiayaan;
.l 0. Dr. Ir. Sidik Pramono, Staf Khusris Menteri

Menteri PPN/Kepala Bappenas;

1 1. ll.. Hayu Parasati, MPS, Perencana Ahli
Utallla;

72. Dr. lr. Oswal Muadzin Mungkasa, MURP,

PeLencana Ahli Utanu;

13. Direktur Jenderal Tala Ruang,

Kenrentelian Agrafla dan tata
Ruang/ Badan Pertanahan Nasional;

1]]\,{ PENGARAH

Ketua

Wakil Ketua

An&iota

14. Direktur ...



,

B. PENANGGUNGJAWAB

C. TIM PELAKSANA

Ketua

Wakil Ketua .l

Wakil Ketua 2

14. Direktur Jenderal Cipta Karya,
Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat; dan

15. Kepala Badan Pengembangan

lnfrastruktur Wilayah, Kemerlterian
Pekerjaan Umum dan Perrrmahan Rakyat;

dan

16. Direktur Jenderal Bina Pembangunan
D ae r' ah, Kementerian Dalam Negeri.

Deputi Bidang Pengembangan Regional.

Direktur Pembangunan D aer ah.

Direktur Perumahan clan

Pernrukitrran.

Direktur Regional II.

Kawasatr

Direktur Tala Ruang, Pertanahan dan
Penanggulangan Bencana.

Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan

Pembangunan-

1. Direktur Perencanaan dan Pengembangan

Proyek Infrastruktur Prioritas Nasional;

2. Direktur Kependudukan dan Jaminan
Sosial;

3. Direktur Ketenagakerjaar.r;

4. Direktur Penanggulangan Kenriskinan dan

Pemberdayaan Masyarakat;

5. Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat;

6. Direktur Pengembangan Usaha Miklo,
Kecil, Menengah dan Koperasi:

7. f)irektur Lingkungar, Hidup;

8. Direktur Kehutanan dan Konserwasi

Sumber Daya Air;

9. Direktur Sunrber daya Energi,, Mineral dart

Pertambangan;

POKJA SEKTORAL

1) POKJA PERENCANAAN

Ketua Pokja

Wakil Ketua Pokja

An[Bota

10. Kepala .. .
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2) POqA TMPLEMENTASI

Ketua Pokja

Wakil Ketua Pokja

AnSSota

10. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan
Tata l,aksana;

1 1 . Kepala Pusat Analisis Kebi.jakan dan

Kinerja;

12. Direktur Perencanaan Tata Rualrg

Nasional, Kementerian ATR/BPN;

1 3. Kepala Pusat Pengenlbangan Infrastruktur'
Wilayah Nasional, BPIW, Kementerian
PUPR;

14. Direktur Perencanaan Evaluasi dan
Informasi Pembangunan daelah,
Kementerian Dalanr Negelil

1 5. Dr. RM. Petrus Natalivan Indlajati, ST, MT,
IPU, IAP;

1 6. Dr. Darmansjah 'ljahja Prakasa, ST, MT;

17. Dr. Eng. Maya Safira, ST, MT;

lS.Muhammad Facllan Afandi, ST, MPWK;

19. Dr. Ir. Lita Barus M.Si, IPP;

20. Marudut Lumban Batu, ST, M.Ars, IAP; dau

21 . Normalia Ode Yanthy, ST, MT, IPM

Direktur Transporlasi.

Direktur Sumber Daya Air.

i. Direktur Ketenagalistukan,
Telekon.runikasi dan Inlbrmatika;

2. Direktur Industri, Pariwisata dan

Ekonon Kreatif;

3. Direktur Kelautan dan Perikanan;

4. Direktur Perdagangan lnvestasi dan

Kerjasama Ekonomi lnternasional;

5. Direktur Tata Ruan8, Pertanahan, dan

Penanggulangan Bencanal

6. Direktur Pengembangan Kawasan

Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta

Karya, Kementerian PUPR;

7. Direktur Sistenl dau Strate3i

Penyelenggaraan lnfrastruktur
Permukimau' Direktorat Jenderal Cipta

Karya, Kementerian PUPR;

E. Direktur...
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8. Direktur Sinkronisasi Umsan Perllel"ilrtahan

Daerah II, Kementerian Dalam Negeri;

9. lr. Soelaeman Soenuwinata, MM;

I0. Ir. Purba Robert ManSapul Sianipar, M.Sc,
Ph.D, IPM;

1 1. Ir. Andira Reoputra, ST, Dipl.MAURP, IPU;

72. h.D. Agus Apriyanto, ST, A./tT, IPU;

13. Nanda Febryan Ptatamajaya, ST, MT; dan

14. Mirza Permana, ST, M.Si.

3) POKJA MONITORING DAN EVALUASI

Ketua Pokja : Direktur Pemaatavan, Evaluasi dan
Pengendalian P embangunan D aer ah.

Wakil Ketua Pokja : Direktur Pem antauan, Evaluasi dan Pengendalian
Pembangunan Sektoral.

Ar188ota : 1. Direktur Sistem dan Prosedur Penlantauanj
Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan;

2- Direktur Evaluasi dan Pengendalian
Peny'usunan Perencanaan Pembangunan;

3. Inspektur Bidang Adnrinistrasi Umunr;

4. Inspektur Bidang Kinerja Kelenrbagaanl

5. h'. Renlpu Sora Rayat, M.Eng, Ph.f)
(Cand.), IAP;

6. Dr. Ir. Tri Mulyani Sunarharunr, ST, IPM;

7. Dr. I Dewa Made Frendika Septanaya, ST,

MT; dan

8. Adji Pamungkas, ST, M.Dev.Plg, Ph.D.

4) POKJA PENDANAAN

Ketua Pokja Direktur Perencanaan Pendanaan

Pembangunan.

Direktur Pengembangan Pendanaan

Pernbangunan.

1. Direktur Alokasi Petrdanaan

Pembangunan;

2. Direktur Pendanaan Bilatelal;

3. Direktur Pendanaan Multilateral;

4. DirekturJasa Keuangan dan BUA.itN;

5. Siti Nurlaela, ST, M.Coru, Ph.D;

Wakil Kcttra Po$a

Arl&qota

6. Dr. h'. Hera\\'ati . . .



-5-

POKJA WILAYAH

1) POKJA WILAYAH I

Ketua Pokja

AnSgota Pokja

2) PO\]A WILAYALI II

Ketua Pokja

Arlggota Pokja

6. Dr. Ir. flerawati Zctha Rahlua[, MT;

7. Feriko Sitepu, ST, MPWK, CPA;

8. Dr. Ir. Hetil'ah Sjait'udiarr, MPP;

9. Ir. Ali Nurdin, ST, SH, MH, lPU.

Direktur Regional I.

1. Pokja Pererlcanaan;

2. Pokja Pelaksanaan;

3. Pokja Monitoring dan Evaluasi;

4. Pokia Pendanaan;

5. Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang
Daerah Wilayah I, Kementerian ATR/BPN;

6. Dileklur Sinkronisasi Penranfaatan Ruan.g,

Kementerian ATR/BPN;

7. Kepala Pusat PenSenrbangan lnfrastruktur
PUPR Wilayah I, BPIW Kernentelian PUPR;

8. Kepala Pusat Pen8enlbangan Infrastruktur
PUPR Wilayah ll, BPIW Kenrentcrian PLIPR.

Direktur Regional Il.

1- Pokja Perencanaan;

2. Pokja lmplementasi;

3. Pokja Monitoring darr Evaluasi;

4. Pokja Pendanaan;

5. Direktur Bina Perencanaan Tata Ruarlg

Daerah Wilayah Il, Kenrenterian ATR/BPN;

6. Direktur Sinkronisasi Petrtanthatau Rrtang,

Kementerian ATR/BPN;

7. Kepala Pusat Pengembangan Inflastruktur
PUPR Wilayah I, BPIW Kenrente|ian PUPRI

8. Kepala Pllsat Pengembangan Infrastruktur
PUPR Wilayah ll, BPIW Kementerian PUPR;

9. Kepala Pusat Pengembangan Infi'astntktrtr
PUPR Wilayah III, BPIW Kctttelrtetiatt

PUPR.

3) POKJA...
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3) POKJA WILAYAH III

Ketua Pokja

Anggota Pokja

D. SEKRE-|ARIAI'TIMPELAKSANA

Ketua

Wakil Ketua

Anggota

Dir"ektur Regional III.

1. Pokja Perencanaan;

2. Pokja lmplementasi;

3. Pokja Monitoring dan Evaluasi;

4. Pokja Pendanaan;

5. Direktur Bina Perencarraall Tata Ruang

Daerah Wilayah II, Kenrentelian ATR/BPN;

6. Direktur Sinkronisasi Per.nanfaatan Ruang,
Kementerian ATR/BPN;

7- Kepala Pusat Pengembangan Infrastnlktur'
PUPR Wilayah II, BPIW Kementerian PUPR;

8. Kepala Pusat Pengembangan Infrastl'uktur
PUPR Wilayah III, BPIW Kementerian

PUPR.

Agung Mahcsa
ST, M.Sc, Ph.D,
Daerah.

f)orod;atoen,
Penrbangurran

Llinrarvan
f)rIckto|at

Anang Budi Gunawan,, SE, M.Econ, Ph.D,

Direktorat Regional II.

1. Anlos Prima Gracianto, SE, M.Sc,

M.PWK, Direktorat PembanSurlan f)aelah;

2. Nzqi Yuwanita Habibalt, Sl', MT,
Direktorat Perrrbangunan Daelah;

3. Zaharatti Flasanah, ST, f)irektolat
Pembangunan Daerah;

4. Septaliana Dewi Prananingtyas, SE,

M.Bus.Ec, Direktorat Tata Rrtar.tg,

Pertanahan, dan Penang4ulangan Betrcatra;

5. Raffli Noor, S.Si, M.URP, Direktolat
Tata Ruang, Peltanaharr, dan

Penanggulangan Bencana;

6. Nnr Fitrianto Adi Suasot'to, S.Kotrt,

Direktorat Tata Ruan8, Perlanahatr, dau

Penanggnlangatl Bencana;

7. Moh. Agung Widodo, SP, MlDEc,
f)irektorat Tata Ruang, Pertanalran, dalt

Penanggnlangatr Bencana;

8. Fidelia ...



8. Fidelia Silvarra, SP, M.lrlt.f,con.F,
Direktorat Regional I;

9. Rani MurwellS Pranresti, SMB, Direktorat
Regional I;

10. BintanS Rahmat Wananda, ST, MT,
DirektoratRegional I;

1 1. Asep Saepudin, S.Sos, M.Si, Direktorat
Regional II;

72. Erna Gustina Norrista, SP, i\'l.ft, Direktorat
Regional II;

13. Diantha Arafia,, ST, MPPM, Direktorat
Regional II;

14. Awan Setiawan, SE, MA, Direktorzt Regional

II;

15. Raditya Pranadi, S.Si, M.Si, Direktorat
Regional II;

16. Mutia Vegadianti, ST, Direktorat Regional Il;

17. Syifaa Tresnaningmrn, ST, M.Sc, Dilektorat
Regional II;

1 8. Dwita Widyaning,sih. ST, Direktorat Regional

II;

19. Mas Wedar Haryagung Adji, SE, MPEM,
Direktorat Regional ll;

2O. Arief Wiloyudo, S.Konr, MT, MPP,
Direktorat ReSional II;

21 . Aldy Kharisnra Mardikanto, ST, A4.Sc,

Direktorat Regional II I;

22. An.miningsih, S.Si, A4.Sc, f)irektomt
Regional IIi;

23. Zulfakar., S.Kom, ME, Direktorat Regional IU;

24. Ramadian hranizar, ST. Dilektorat Regional

II;
25. Anclhika Rizal Pramudia, SE, Dilektorat

Regional III;

26. Beby Hanzian, SE, M.Si, Direktorat Regional

III;

27. Setiawan Eko Wardany, S.Si, Direktolat
Regional III;

2E.Akhnrad...



28. Akhmacl [ais thuzi, ST. M.EllX, Direktorat
Transportasi;

20. Zahra Mufidah, ST, Direktolat Pendanaan

Bilateral;

3O. Plakosa Grahayudiandono, SE, MPA,
Direktorat Sjstenr dan Prosedur Penrantauan,

Evalnasi, dan Pengendaliarr Pembangunan;

31 . Mafiha Theresia Juliana Br. Siregar, ST,

Direktorat Lingkungan Hidup;

32. Chaeruniza Fitriyani, S.Sos, MSP, Direktorat
Kependudukan dan Janrinan Sosial;

33. Agus Manshur,, SE, I\4A, Direktorat
Perencanaan dan Pengenrbangan Proyek
Infrastmktur Prioritas Nasional;

34. Yudhie tlatnradji Sudjar"wo, ST, MPP,

Direktorat Perlantauan, Evaluasi dan
Pengendalian Penibangunan D aeruh;

35. Astu Gagono Kendarto, ST, Direktorat
Pengembangan Pendanaan Penrbangunan;

36. Nuzula Anggeraini, S.STP, M.PS, M.URP,,

Direktorat Evaluasi, dan Pengendalian
Penyusunan Perencanaan Pernbangnnan;

3 7. Ely Diflayanti, S.Sos, ME, Dilektorat
Pengenbangan UMKM dan Koperasi;

38. Khairun Nisa, SE, Direktorat Jasa Keuangan

danBadan Usaha Milik Negara;

39. Widya Setya Sari, SE, DirektoratJasa Keuangan

dan Badan Usaha Milik Negara;

4O. Aruie Wibowo Witjaksono, ST, Direktorat
Penanggulangan Kenriskinan dan
Pemberdayaan Masyarakat;

41. Farhan Febriar,to, ST, Direktorat Perencanaall

Pendanaan Pembangunarr;

42. Fandi Prasetyo Nuzanlan, ST, MS, Direktorat
Sumber L)aya Air;

43. Wahyudi Snsanto, S1', A .Ec.Dev, Direktorat
Kehutanan dan Kotrservasi Sunrber Daya Air;

44. Rahnra Tri Benita, S.Pi, M.S.M, Dilektolat
Kelautan dan Perikauan;

45. Asep . ..
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45. Asep Kusnrayadi, ST, MT, Pusat Data dan
Infonnasi Pereltcanaalr Penrbangunan;

46. Aisyah Fathul Janrlah, S.Gz, Direktomt
Kesehatandan cizi Masyal'akat;

47. Ira Lubis, ST, MIDP,, Direktolat Perumahan
dan Kawasan Pelnrukiman;

48. Meitha Ika Pratiwi, SP, MBA, Direktorat
Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian
Pernbangunan Sektorall

49. Yeni Febriyani, SE, MS, Direktorat
Ke tenagakerjaan;

5O. Ghifari Aulia, ST, Pusat Analisis Kebijakan dan
Kinerja;

51. Dwi Mulyaningsilr, ST, Direktorat Industri,
Pariwisata dan Ekonomi Kreatifl

52. Andreas Bondan Satriadi, ST, M.Sc, Direktorat
Ketenagalistrikan, Telekomunikasi dan
Infomutika;

53. Irlandi Pa,*adizsa, S.Hl, Biro Petencanaan,

Organisasi dan Tata Laksanal

54. Kifayah .|anhari, ST, MPWK, turSgota PII;

55. Gita Rahrna Mahaldika, SPWK, AnSSota PII;

56. [ko Adiwijaya, ST, AnSSota PII;

57. Tectona Radike, S1', An.ggota PII;

58. Yayan lrrdrayana, ST, AlrgSota PII;

59. Shatlra Zanneti Zein, ST, Anggota PII;

6O. Yudi Priyatno,, S.PWK, Anggota PII; dan

61 . Tasha Zeinika Purnotrto, S.P.W, AI.rggo;ta PIL

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

SUHARSO AAONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,

-/-

zr.-
RR. Rrta El'awati


